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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu penyumbang utama dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Rincian APBN tahun 2016 menunjukkan
bahwa pendapatan dalam negeri yang paling besar terdapat pada penerimaan

perpaakan. Rincian APBN dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Rincian APBN Tahun 2016
2016
Uraian

{triliun Rupiah) RAPBMN APBN Selisih
A. PENDAPAT AN HEGARA 1.848,1 1.822.5 (25.8)
. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.8461 1.820.5 (25.8)
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.565.8 1.546.7 (18.1)
2. PENERIMAAN NEGARA BLECAN PAJAK 280,32 2738 (B.4)

. PENERIMAAN HIBAH 2.0 2.0 0.0

B. BELANJA NEGARA 21213 2.005.7 (25.8)
. BELAMJA PEMERINTAH PUSAT 1.339.1 1.325.6 (13.5)

1. Balanja KL TeOD 4 F -7 | ar

£. Bolanja Mon KL 5587 S4d1.4 (17.3)

I, TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 782.2 7702 (12,0)

1. Transfer ke Daerah 7352 T23.2 {12.0)

2. Dana Desa 47.0 47,0 0.0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (29,7} {B8,2) 1.5
D. SURPLUS! (DEFISIT) ANGGARAMN (273.2) (273.2) 0.0
“% Surplus/ (Dafisit) terhadap PDB 2.1) (2.2) {0.Q)

E. PEMBIAY AAN ANGGARAN (1 + 1) 273.2 273.2 {0.0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGER] 2720 2728 0.8

. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1.2 0.4 (0.8}

Sumber : (www.kemenkeu.go.id).

Sesuai pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 “Pagak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbal an secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
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rakyat”. Sumber penerimaan yang didapatkan dari pagjak dalam negeri dapat
dilihat dari berbagai macam penerimaan pajak yang diterima oleh negara seperti,
paak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pgak bumi dan bangunan, bea
perolehan atas hak tanah dan bangunan, cukai, dan lainnya. Penerimaan terbesar
yang diterima negara dari pajak merupakan pajak penghasilan dan paak
pertambahan nilai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 Pajak Pertambahan
Nilai merupakan penyumbang terbesar kedua pada penerimaan pajak dalam
negeri. Rincian Penerimaan Pajak dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 1.2 di
bawah ini:

Tabel 1.2

Realisas Penerimaan Pajak

Fealisasi Penerimasn Negara [Milyar Ruplab), 2007-2016

Sumiber Penerimasn 2015 o | 26 i

Penerimaan Dalam Negesi 1,452,058.60 1,545,456.30 1,758,350.90 183607550
Frnetimian Parpajabn 107730630 1, 14686580 1489 25550 1,565, 784,10
Fajat Catam Megen 102585000 110321760 1439 58860 1524 002.70

Fajst Fanghasiles 506,442 B0 54&6,1E0.90 67937010 T63,470.50

Fajmi Ferambakan Nitsi 34 71550 408 18160 STE 48510 573 690 ED

Fajai3umi dan Sangonan 25,304 60 13476.20 1668990 19,433.70

Han Parslahsn Wak pai Tarah dan fenpusan o D i i)

Cukai 108 £52.00 11808550 14575550 155,519.80

Fajai Lainma 433710 £.2835.40 1172850 L1 88848

Fajei Prrdagangan Internusiosal 47 45660 43 84810 49 35690 4177150
aaMusub 3162130 32319.10 37.20350 38.902.00

Fajak Bipat 1583540 11.329.00 12,053.00 2,888.30

Ini menunjukkan bahwa pgak berperan besar dalam perkembangan
Negara. Pgjak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi

Barang Kena Pgjak atau Jasa Kena Pgjak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah
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Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi
Barang Kena Pgjak atau Jasa Kena Pgjak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap
barang dan jasa adadah Barang Kena Pgak atau Jasa Kena Pagjak, kecual
ditentukan lain oleh Undang-undang PPN (www.pajak.go.id).

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2016:7) di Indonesia ada tiga sistem
pemungutan pajak yang dikenal yaitu, pertama adalah sistem Official Assessment,
sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya paak yang terutang. Kedua
adalah sistem Self Assessment, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang
memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pgjak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya
paak yang harus dibayar. Ketiga adalah Sistem Withholding, sistem ini
merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dilakukan dengan penyetoran
sendiri (self assessment system) atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak
penghasilan oleh pihak ketiga. Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
oleh pihak ketiga merupakan penerapan dari pemungutan pajak With Holding
System.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan membayar pajak bukan hanya
kewajiban, tetapi juga hak dari setigp warga Negara untuk ikut berpartisipas
dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan sosial,

hal ini sesuai dengan fungs dari pajak. Sesuai dengan sistem self assessment
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yang dianut dalam sistem perpgjakan di Indonesia, tanggung jawab dalam
kewgjiban pembayaran pajak yang berada pada anggota masyarakat sendiri
adalah sebagai cerminan kewagjiban kenegaraan di  bidang perpaakan
(www.pagjak.go.id).

Terdapat beberapa bentuk dari penerapan sistem self assessment, salah
satunya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan (SPT)
adalah surat yang oleh Wajib Pgjak digunakan untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pagak, objek pajak atau bukan objek paak, harta dan
kewgjiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
(Halim, Bawono, dan Dara. 2016). Surat Pemberitahuan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN. SPT masa PPN
adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak atas PPN dan PPnBM yang terutang untuk suatu masa
paak. Bagi Pengusaha Kena Pgjak fungs SPT adalah sebaga sarana untuk
mel aporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM
yang terutang, melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak
keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pgjak sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi
SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
paak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. PKP wajib melaporkan
paak yang harus dibayarkan menggunakan SPT masa PPN setiap bulannya.

Ketika PKP melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya dengan
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menggunakan SPT masa PPN, besarnya jumlah nominal SPT masa PPN yang
terutang oleh PKP bisa dijadikan sebagai indikator terhadap seberapa besar
Penerimaan PPN. Sehingga jika besarnya jumlah SPT masa PPN yang terutang
oleh PKP meningkat maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Hal ini
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang
menyatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap Penerimaan
PPN. Namun tidak sgjalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadiq,
Kumadji, dan Husaini (2015) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN tidak
berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembayaran dan Pelaporan Surat Setoran Pajak merupakan salah satu dari
pelaksanaan sistem self assessment lainnya. Menurut Pasal 1 Undang-undang
Perpgjakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan. Menurut sadig, Kumadji, dan Husaini (2015) batas waktu pembayaran
PPN adalah tangga lima belas bulan takwim berikutnya setelah masa paak
berakhir dan bagi yang bertindak sebagai pemungut adalah Bendaharawan
Pemerintah, waktu pembayarannya yaitu tujuh hari setelah bulan dilakukannya
pembayaran tagihan. SSP PPN merupakan bukti pembayaran terhadap penyetoran
pajak oleh Wajib Pajak ke kas Negara, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1
angka 14 UU No.16 Tahun 2009, sehingga semakin besar jumlah SSP PPN yang
disetorkan oleh PKP, maka semakin besar penerimaan PPN. Hasil penelitian ini

sgjaan dengan hasil pendlitian yang dilakukan oleh Sadiq, Kumadji dan Husaini
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(2015) yang menyatakan bahwa SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan PPN.

Salah satu indikator dari ketidakpatuhan PKP dalam pemenuhan
kewgjiban perpgakannya adalah melalui Surat Tagihan Pagak yang diterbitkan
oleh KPP tempat PKP terdaftar. Apabila ada hal-hal terkait Pajak Penghasilan
yang dapat merugikan Negara, menurut pasal 14 ayat (3) UU KUP DJP berhak
menerbitkan Surat Tagihan Pajak. UU KUP menyebutkan bahwa “Surat Tagihan
Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda”. Dalam proses penerapan sanksi administrasi
terdapat 3 (tiga) macam sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi
kenaikan jumlah pajak. Ketiga sanks tersebut masing-masing memiliki jumlah
dan persentase yang bervariasi, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan
oleh Wagjib Pgjak (PKP) tersebut. Sanksi-sanksi tersebut terdapat di beberapa
pasal yang pada pasal 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Untuk mengetahui adanya sanksi administrasi yang dikenakan, wajib
pajak terlebih dahulu harus membayar pokok paak yang terutang di tempat-
tempat yang telah ditentukan olen KPP untuk melakukan pembayaran PPN.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pagak yang
diterbitkan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan hasil penelitian
Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat dari salah tulis

atau salah hitung akan dikenakan sanki administrasi berupa sebesar 2% sebulan
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dan paling lama 24 bulan, dihitung sgak terhutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (Nursanti dan Padmono, 2013).

Fungs dari Surat Tagihan Pajak (STP) antara lain sebagai koreks atas
jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, dan
sebaga sarana untuk mengenakan sanksi dan apabila wajib pajak dengan sengaja
tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan
sanksi administrasi yang telah ditetapkan kepadanya. Surat Tagihan Pgjak yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan
Nilai (STP PPN). STP PPN ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga
penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor PPN. Jika semakin besar
jumlah nominal STP PPN diterbitkan maka mengindikasikan semakin banyak
PKP yang tidak patuh dalam pemenuhan kewagjiban perpgjakan yang akan
menghambat penerimaan PPN sehingga akan berdampak pada penurunan
penerimaan PPN. Hal ini didukung oleh penelitian Nursanti dan Padmono (2013)
yang menyatakan bahwa STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN serta
penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2014) yang menyatakan bahwa STP PPN
tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh
Sadigq, Kumadji, dan Huaini (2015) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adal ah:

1. Variabel Independen
Pada penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu dengan Surat

Tagihan Pgjak (Nursanti dan Padmono, 2013).
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2.

Objek dan Tahun Penelitian

Pada penelitian ini, objek penelitian yang ditetapkan yaitu di Kantor
Pelayanan Pgjak (KPP) Pratama Kosambi periode penelitian dari tahun
2013 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan objek penelitian yang
dilakukan Sadiq, Kumadji, dan Huaini (2015) yaitu di KPP Pratama
Singosari Malang dengan periode penelitian dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul ketertarikan

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Pemeritahuan Masa

PPN, Surat Setoran Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai™.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan di teliti,

yaitu:

1

2.

3.

Objek pendlitian ini hanya di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama K osambi-Kota Tangerang..

Tahun Penelitian dimulal dari Tahun 2013 sampal 2015

Variabel Independen, yaitu besarnya jumlah nominal Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa PPN yang terutang oleh PKP setiap bulan, besarnya jumlah
nomina Surat Setoran Pgjak PPN yang disetorkan oleh PKP setiap bulan,
dan besarnya jumlah nominal Surat Tagihan Paak (STP) PPN yang

diterbitkan oleh KPP setiap bulan.
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1.3 Rumusan M asalah

Berdasarkan judul dan masalah masalah yang telah diuraikan, maka beberapa

rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, antaralain :

1. Apakah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN berpengaruh terhadap
Penerimaan Pertambahan Nilai?

2. Apakah Surat Setoran Pajak (SSP) berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan
Nilai?

3. Apakah Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan

Nilai?

1.4 Tujuan Pendlitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Memperoleh bukti empiris mengena pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Surat Setoran Pgjak (SSP)
terhadap Penerimaan Pgjak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Surat Tagihan Pgjak (STP)

terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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1.5 Manfaat Pendlitian

Beberapa manfaat dalam pendlitian ini, yaitu:

1. Mahasiswadan Akademisi
Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan makasiswa dan
akademis mengena pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Surat
Setoran Pgjak (SSP), dan Surat Tagihan Pagjak terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahn Nilai (PPN).

2. Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap instansi terkait
yaitu Kantor Pelayan Pgjak sehubungan dengan optimalisas pembayaran
pajak terutang yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap penerimaan
Negara khususnya dalam hal pembayaran PPN.

3. Pendliti
Penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi
penulis dalam memahami serta menganalisis suatu masalah mengenal

penerimaan Pagjak Pertambahan Nilai.

1.6 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penelitian.

10
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BAB II:

BAB IlI:

BAB IV:

BAB V:

TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar
penelitian, uraian mengena penelitian-penelitian terdahulu, model
penelitian dan pembuatan hipotesis yang akan diuji kebenarannya.
METODE PENELITIAN

Menggambarkan pendekatan yang telah dilakukan selama
penelitian dan menjelaskan alasan pengunaan pendekatan tersebut.
Penjabaran variabel-variabel yang digunakan serta mendefinisikan
variabel tersebut masing-masing secara ringkas. Penjelasan
mengenai teknik pengumpulan data dan teknik pengambilan
sampel.

ANALISISDAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil dari penelitian serta menjelaskan bagaimana
analisis terhadap data yang ada dan juga mengenai pengolahan
data

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan.

11
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